
R'::'W.::lI() .

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan \j\Jajib Belajar dan

maninqkatkan daya tampung Lutusan Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama di Kabupaten Banyurnas, khususnya di

Kecarnatan Rawalo, maka dipandang perlu

mendirikanfmernbuka Sekolah Menengah Urnurn Negeri
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a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22\ Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratur'an

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenanqan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Oaerah

·Otonom. kewenanqan Pend irian 1 Pembukaan Sekolah

Menengah Umum merupakan kewenangan Pemerintah

Kabupaten ;

Menimbang

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

tanggal 11 Juni 2003 Nomor : 421.3/252.a.l2003 perihal

Permohonan Penetapan Pendirian SMlJ N Rawalo.

1. Surat Camat Rawalo tanggal 23 April 2002 Nomor :

050/310/IV/2002 perihat Usulan Pembangunan \GedUng

Saru SM U Negeri Rawalo di Pesawahan;

Membaca

- SUPATI BANYUMAS,

PENETAPAN PENDIRIAN I PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI1 RAWALO

KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 7'c2.i:" I q 4f.2 . / 2003

BAN yl U MASSUPATI
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:.~



5. Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2000 tentanq

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebaqa: Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor54, TambahanLembaranNegaraNomor3952) :

"

4. Peraturan Pemerintah Nemor 29 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahl;\' 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3413).,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah- ,

Nornor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998

Nemer 91, TarnbananLembaranNegaraN6mOr 3764) ;

I ',-,'

3, Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintehan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nemor60. TambahanLembaranNegaraNomor 3839) :

PendidikanNasional (LembaranNegaraTahun 1989Nemor

6, TarnbahanLembaranNegaraNomor3390) :

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tl\ntang
Pembentukan Oaerah-daerah Kabupaten Dalam

"...~ LingkunganPropinsi JawaTengah :
, \

_'
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang ststern

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas.
pendirian Sekolah Menengah Umum Negeri di Kecamatan
Rawalo.perlu ditetapkandenganKeputusanBupati

c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Nemer : 060/UJ2002 tentang Pedoman Pendirian
Sekolah, BupatilWalikota sesuai dengan kewenangannya
menetapkanPendirianSekolahNageri;



Kedudukan. Tugas dan Fungsi Sekolah sebagaimana cirnaksuo

diktum PERTAMA. mengacu paca keteniuan Peraturan

Perundanq-undanqan yang berlaku.

Mendirikan I Membuka Sekolah Menengah Umum Negeri 1

Rawalo di Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten,
Banyumas. \

MEMUTUSKAN: .

9. Peraturan Daeran Kabupaten Banyumas Nornor 12 Tahun

2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja

Daeran (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran

2003 (Lernbaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003

Nomor 1 Seri A).

B. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun

2000 tentang Pembentukan. Susunan. Organisasi dar\ Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 36 Seri

0), sebaqa.rnana te!ah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 23 Tahun 2000 (Lernbaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tanun 2002 Nomor 5 Seri 0) .

7. Peraturan Daerah Kabupaten 3anyumas Nomor 20 Tahun

2000 tentang Kewenangan Oaerah Kabupaten Banyumas

(Lembaran Oaerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000

Nomor 33 Seri D) :'

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002

tentang Peoornan Pendirian Sekolah ;

KEDUA

Menetapkan
PERTAMA



Tembusan:
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta:
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan tvlenenqab ,

Oepartemen Pendidikan Nasional :
3. Gubemur Jawa Tengah di Semarang ;
4. Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah ;
5. KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah ;
6, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas :
7. Sekr~taris Daerah Kabupaten Banyumas ;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Sekda Kabupaten Banyumas ;
9. A r sip.

2Dn3
Ditetapkan dj Purwokerto

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan pernbetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Segal a biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) Tahun 2003 dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Oaerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2003.

KET1.6A
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